BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2~ TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI DHARMASRAYA,

~

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan tata cara pembagian
dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten
Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 73 tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di

Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa maka perlu diatur kembali
ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan

._ rincian Dana Nagari;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4248);




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 223)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);



8. Peraturan Menter1i Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Nagari adalah nagari dan nagari adat selanjutnya
disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan  masyarakat setempat = berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu
perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Nagari.

Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa
secara nasional.

Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat

kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang
selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung  seluruh  penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan
RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerinth Nagari yang menampung  seluruh
penerimaan nagari dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan
oleh Bupati.

BAB II
JUMLAH NAGARI

Pasal 2
Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya adalah 52 (lima
puluh dua) Nagari.

BAB III
TATA CARA PENG PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DANA NAGARI

Pasal 3
Rincian Dana Nagari dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi Dasar setiap nagari;
b. alokasi Kinerja setiap nagari; dan
c. alokasi formula setiap nagari.

Pasal 4
Besaran Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi
alokasi dasar daerah dengan jumlah nagari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.



Pasal 5

(1) Alokasi kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada nagari dengan
kinerja terbaik.

(2) Nagari dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud

(1)

(1)

pada ayat dua adalah nagari yang memilika hasil
penilaian kinerja terbaik pengelolaan keuangan nagari,
pengelolaan dana nagari, capaian keluaran dana nagari

dan capaian hasil pembangunan nagari.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan

menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan nagari dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

b. Pengelolaan Dana nagari dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

c. Capaian keluaran Dana nagari dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen); dan

d. Capaian hasil pembangunan nagari dengan bobot
35% (tiga puluh lima persen);

Besaran Alokasi Kinerja setiap nagari sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan

rumus:

AK Nagari = (0,015 x DD) / (0,1 x jumlah desa)

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja Setiap Nagari

DD = pagu dana desa nasional

Jumlah desa = jumlah desa nasional

Pasal 7
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk
nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari

dan tingkat kesulitan geografis nagari.



(2) Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
bobot sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh
persen);

b. Angka kemiskinan dengan bobot 50% (lima puluh
persen);

c. Luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas persen);
dan

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua

puluh lima persen).

Pasal 8
Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut :
AF Nagari = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x
ZA4)} x AF Daerah

Keterangan:

AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap nagari
terhadap total penduduk Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Nagari terhadap total penduduk miskin di
daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap
total luas wilayah Daerah

Z4 = rasio IKG setiap nagari terhadap IKG
Nagari

AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

Pasal 9
Indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.



BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di
Kabupaten Dharmasraya  Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA NAGARI
Pasal 11

(1) Dana nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui
RKUD Penyaluran Dana.

(2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari
Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan dana Nagari ke RKN.

(3) Pemotongan Dana Nagari Kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan dana desa ke RKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
surat kuasa pemindahbukuan dana nagari dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Nagari Sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut.

a. Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40%
(empat puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen)

(5) Penyaluran dana nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat
puluh persen).



(6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Nagari hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.

Pasal 12

(1) Penyaluran dana desa sabagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN
selaku KPA penyaluran dana desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian dana nagari setiap Nagari

2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan

3. Surat kuasa pemindahbukuan dana nagari

—P b. tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capalan
keluaran dana nagari tahun  anggaran
sebelumnya penyerapan; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran dana nagari tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sebesar 35% (tiga
puluh limapersen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran dana nagari sampai tahap Il
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stanting tingkat
nagari tahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,



)

(6)

(1)

(2)

(3)

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat(2) dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3).

Berdasarkan hasil verikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas nagari yang layak salur kepada KPPN
setiap minggu.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data,
Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran .
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA NAGARI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13
Penggunaan Dana Nagari diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang:
a. Pembangunan Nagari ; dan
b. Pemberdayaan masyarakat Nagari.
Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
yang bersifat lintas bidang.
Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimanfaatkan
untuk masyarakat di Nagari berupa:
a. peningkatan kualitas hidup;
b. penguatan kesejahteraan,;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

10



(4)

()

(1)

(2)

(4)

(1)

d. penguatan pelayanan publik di tingkat Nagari.
Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
Nagari mengenai APBNagari.
Bagian kedua
Bidang Pembangunan Nagari
Pasal 14
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Nagari
diutamakan membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menciptakan
lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan
pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
meningkatkan pendapatan asli Nagari.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan
Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama,
embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana
olahraga Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.
Pembangunan sarana olahraga Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang
dikelola oleh BUMNagari atau BUMNagari Bersama.
Kegiatan peningkatan Kkesejahteraan masyarakat
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan

diputuskan melalui musyawarah Nagari.

Pasal 15
Penanggulangan kemiskinan di Nagari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diutamakan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat
karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat Nagari yang meliputi :

11



(2)

(3)

menganggur;

a.

b. setengah menganggur;

c. keluarga miskin; dan

d. pencegahan anak kerdil (stunting).

Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh
Nagari dengan mendayagunakan sumber daya alam,
teknologi, dan sumber daya manusia di Nagari.
Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memanfaatkan pembiayaan Dana Nagari untuk bidang
pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) digunakan membayar upah masyarakat Nagari
dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana
Nagari.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak
dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 16

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, Nagari

dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan

tingkat perkembangan Nagari meliputi:

a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal

memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang
diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang  difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
nagari dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.

12



b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan

pembangunan Nagari pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap

pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

C.

Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan
kegiatan pembangunan pada:
i

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan;

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial
dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar
dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar

dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

13



Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

(1) Penggunaan Dana Nagari untuk membiayai program dan

(2)

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

masyarakat Nagari.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang

diprioritaskan meliputi:

a.

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Nagari;

pengembangan kapasitas masyarakat Nagari yang
dilaksanakan di Nagari setempat;

pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
pengembangan ketahanan keluarga; dan

Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru
untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat
Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber
dayanya sendiri

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
Nagari melalui pengembangan kapasitas dan
pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) komputer untuk
pendataan dan penyebaran informasi pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dikelola
secara terpadu;

dukungan pengelolaan Kkegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan

masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari

penyandang disabilitas;

14



(3)

. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian

lingkungan hidup;

dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
dan konflik sosial serta penanganannya;

dukungan permodalan dan pengelolaan wusaha
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMNagari

dan/atau BUMNagari Bersama;

. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Nagari lainnya,;

pendayagunaan  sumber daya alam  untuk
kemandirian Nagari dan peningkatan kesejahteran

masyarakat;

. penerapan teknologi tepat guna untuk

pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan

usaha ekonomi pertanian berskala produktif;

. pengembangan kerja sama antar Nagari dan kerja

sama Nagari dengan pihak ketiga; dan

. kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan

diputuskan melalui musyawarah Nagari.

Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib
dilakukan secara swakelola oleh Nagari atau badan kerja
sama antar Nagari dan dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyusun perencanaan program dan Kkegiatan

pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Dana

Nagari, dapat mempertimbangkan  tipologi  Nagari

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yang

meliputi:

a.

Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat



Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat Nagari yang meliputi:

1. pembentukan BUMNagari dan/atau BUMNagari
Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
nagari dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat
Nagari lainnya melalui akses permodalan yang
dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Nagari dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan
teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari secara
berkelanjutan.

b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
1. penguatan ~ BUMNagari dan/atau =~ BUMNagari
Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya  yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Nagari dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi
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